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ABSTRAK 
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGAWASAN 
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DI KOTA MEDAN 
Fadlhy Gifarhy Nasution 
 Munculnya transportasi sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade 
terakhir ini, dikarenakan oleh semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia 
dalam menjalankan aktivitas sosial, politik, ekonomi dalam melangsungkan 
hidupnya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Secara fisik, manusia tidak 
akan dapat bergerak meraih apa yang diinginkannya itu berada pada tempat yang 
agak berjarak dari dirinya walaupun jaraknya dekat sama sekali (hanya 4 
langkah). Manusia harus bergerak untuk mengambil objek yang diinginkannya itu 
seperti berjalan misalnya, keperluan untuk bergerak itulah dinamakan transportasi 
walaupun dengan jarak 4 langkah dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki 
adalah salah satu dari bentuk moda transportasi yang paling sederhana. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian 
untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku 
dalam masyarakat. Penelitian ini diperoleh dari data Primer yang diperoleh 
langsung dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, selain itu juga digunakan 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 
bahan hukum tersier. 
 Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai 
pengawasan kendaraan angkutan barang di Kota Medan belum memadai, masih 
diperlukan  peraturan daerah (perda) khusus untuk mengatur pengawasan 
kendaraan angkutan barang. Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan 
pengawasan kendaraan angkutan barang sudah memadai tetapi perlu penambahan 
sumber daya manusia (SDM) agar fungsi Dinas Perhubungan berjalan dengan 
baik. Selain itu ada kendala eksternal dari pengusaha kendaraan angkutan barang 
yang kerap mengabaikan izin dan administrasi yang berkaitan dengan kelayakan 
kendaraan angkutan barang. 
Kata kunci: peran dinas perhubungan, pengawasan, angkutan barang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, 
senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring 
dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan 
individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus 
disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, 
sesungguhnya terdapat dalam pikiran manusia Indonesia.1  
Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa: “Angkutan adalah 
perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”. Munculnya transportasi 
sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade terakhir ini, dikarenakan oleh 
semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia dalam menjalankan aktivitas 
sosial, politik, ekonomi dalam melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, 
budaya dan lain-lain. Secara fisik, manusia tidak akan dapat bergerak meraih apa 
yang diinginkannya itu berada pada tempat yang agak berjarak dari dirinya 
walaupun jaraknya dekat sama sekali (hanya 4 langkah). Manusia harus bergerak 
untuk mengambil objek yang diinginkannya itu seperti berjalan misalnya, 
keperluan untuk bergerak itulah dinamakan transportasi walaupun dengan jarak 4 
                                                             
 
1 Ilham Bisri. 2010. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 125. 
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langkah dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu dari bentuk 
moda transportasi yang paling sederhana.2 
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan 
pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan 
selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 
Pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pengangkut dan pengirim. 
Adapun sifat perjanjian pengangkutan adalah timbal-balik, artinya kedua belah 
pihak, baik pengangkut maupun pengirim masing-masing mempunyai kewajiban 
sendiri-sendiri.3 
Secara umum transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau 
pergerakan sesuatu, biasanya orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut 
dengan lokasi asal ke lokasi lain yang biasa disebut lokasi tujuan untuk keperluan 
tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Sesuai dengan perkembangan 
pendapatan masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 
pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi dan lain-lain yang kesemuanya ini 
berada dalam satu wadah yang menyeluruh pula dan disebut sebagai sistem 
aktivitas. Dari sini terlihat jelas bahwa sistem transportasi dalam suatu kawasan 
tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial 
ekonomi manusia, dimana sistem tranportasi dari waktu ke waktu akan 
berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas soal 
                                                             
 
2 Fidel Miro Mstre. 1997. Sistem Transportasi kota. Bandung: Tarsito. halaman  1. 
3 Purwosutjipto. 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan, 
halaman 2. 
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ekonomi manusia. Sebaliknya juga demikian, bahwa perubahan yang terjadi 
dalam sistem aktivitas sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam 
sistem tranportasi.4 
Jasa Angkutan merupakan jenis jasa dengan barang pendukung dan jasa 
minor, penumpang kendaraan yang membeli jasa transportasi. selama dalam 
perjalanan dengan kendaraan (barang). Ada beberapa produk fisik yang terlibat, 
seperti makanan dan minuman, majalah, surat kabar yang disediakan dan jasa lain. 
Jasa transportasi ini memerlukan barang yang bersifat kapital intensif untuk 
realisasinya, tetapi penawaran utamanya adalah jasa angkutan. 
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa: Jumlah berat yang diizinkan 
yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut 
muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Telah dijelaskan 
dalam pasal tersebut bahwa setiap kendaraan angkutan barang diharuskan 
memiliki izin jumlah berat barang yang diangkut dan disesuaikan dengan jalan 
yang akan dilalui kendaraan angkutan barang tersebut. 
Kegiatan jasa pengangkutan yang semakin berkembang merujuk terhadap 
tatanan sosial yang lebih modern. Dalam hal ini banyaknya penggunaan terhadap 
jasa pengangkutan barang yang menggunakan jasa kendaraan. Jasa kendaraan 
yang dimaksud terdiri dalam beberapa jenis, antara lain jenis angkutan pick up, 
jenis angkutan dengan mobil jenis truk, colt diesel, bahkan hingga mobil pribadi. 
Namun, seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan bahwa jasa 
                                                             
 
4 Ibid., halaman 8. 
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pengangkutan barang sering disalahgunakan oleh pengguna jasa ataupun penyedia 
jasa, atau penyedia jasa dan pengguna jasa bekerja sama untuk melakukan suatu 
manipulasi yang bersifat melanggar hukum, khususnya peraturan terkait yang 
telah ditetapkan oleh kementrian perhubungan. Tidak jarang terlihat bahwa jasa 
pengangkutan sering kali melakukan kegiatan pengangkutan yang melebihi 
kapasitas sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan menteri perhubungan. 
Misalnya dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari bahwa begitu banyak mobil 
angkutan barang yang begitu overload dalam memuat barang yang diperjanjikan 
antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Hal ini yang tentu menjadi pertanyaan 
bagaimana sistem pengaturan hukum yang dibangun oleh menteri perhubungan 
dalam menetapkan batasan terhadap jasa pengangkutan barang untuk tiap jenis 
kendaraan pengangkut. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana letak 
pertanggungjawaban terhadap pengangkutan yang melebihi dari batasan yang 
telah ditentukan oleh peraturan menteri perhubungan.  
Kedua pertanyaan diatas sangat penting untuk dijawab karena hal ini 
berkaitan dengan keselamatan terhadap diri pengemudi sendiri. Tidak hanya itu, 
perlu juga difikirkan tentang keselamatan masyarakat sesama pengguna jalan. 
dapat diilustrasikan bahwa apabila kendaraan pengangkut barang yang membawa 
muat melebihi dari jumlah kapasitas yang ditentukan dan kemudian terjadi 
kecelakaan terhadap kendaraan tersebut, maka siapa yang akan bertanggungjawab 
terhadap musibah itu.  
Pertama, adalah tentang keselamatan diri si pengemudi. Kedua, adalah 
bagaimana pertanggungjawaban terhadap korban jika kecelakaan tersebut 
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melibatkan orang lain sesama pengguna jalan. Hal ini tentu yang perlu dipikirkan 
untuk diselesaikan atas masalah yang timbul karena tidak jarang terlihat 
kecelakaan yang terjadi di jalanan yang melibatkan kendaraan pengangkutan 
barang dengan masyarakat sesama pengguna jalan. 
Masalah diatas juga tentu perlu dilihat bagaimana peran Dinas 
Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya 
sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang untuk melakukan 
pengawasan terhadap kendaraan, khususnya jasa pengangkutan barang. Dinas 
perhubungan tentu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan 
ini, maka dari itu peneliti perlu melakukan riset kepada dinas Perhubungan 
mengenai masalah jasa pengangkutan barang. Berdasarkan latar belakang di atas 
maka penulis memilih judul skipsi tentang “Peran Dinas Perhubungan Dalam 
Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Kota Medan (Studi di Dinas 
Perhubungan Kota Medan)”. 
1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Bagaimana pengaturan hukum kendaraan angkutan barang di kota 
medan? 
b. Bagaimana peran dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan 
angkutan barang di kota medan? 
c. Bagaimana kendala dinas perhubungan dalam pengawasan kendaraan 
angkutan barang di kota medan? 
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2. Faedah Penelitian  
 Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan 
atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, 
Bangsa, Masyarakat maupun pembangunan, antara lain: 
a. Secara teoritis, hasil penelitian yang saya buat akan memberikan 
sumbangsi dan saran maupun khasanah ilmu pengetahuan Hukum 
khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai Peran 
Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang 
Di Kota Medan. 
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi 
perkembangan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara 
mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan 
Angkutan Barang Di Kota Medan. 
 
B. Tujuan Penelitian  
 Tujuan dalam penelitian skripsi saya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di 
Kota Medan.   
2. Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan 
Kendaraan Angkutan Barang di Kota Medan.  
3. Untuk mengetahui Kendala Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan 
Kendaraan Angkutan Barang di Kota Medan. 
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C. Metode Penelitian 
 Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 
memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu 
pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 
dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat 
diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-
penelitian yang dilakukan.5 Penelitian menjadi upaya dalam memperoleh 
kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah dan dituangkan dalam metode 
ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 
penelitian yang akan dilakukan meliputi: 
1. Sifat penelitian  
 Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk 
mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana 
norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Dimana penelitian 
hukum ini  hanya semata-mata melukiskan  keadaan obyek atau peristiwa tanpa 
suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara 
umum.6 Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian 
untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku 
dalam masyarakat.7  
 
                                                             
 
5  Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), halaman 3. 
  6  Ida Hanifah&dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6. 
7  Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30. 
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2. Sumber Data   
 Penelitian ini diperoleh dari data Primer yang diperoleh langsung dari 
Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, selain itu juga digunakan data sekunder 
yang terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang 
relevan dengan penelitian ini.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier 
seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif  dan 
lain sebagainya. 8 
3. Alat Pengumpulan Data 
 Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer 
berupa wawancara dengan Bapak Romulhan Harahap selaku Kepala Unit 
Pelaksana Teknis daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (KUPTD PKB) Amplas 
Medan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunkan alat pengumpul data 
merupakan studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur berupa buku 
                                                             
 
8  Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Peneitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia 
(UI-PRESS), halaman 52. 
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ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian ini.  
4. Analisis Data 
 Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif. Analisis 
kualitatif pada dasarnya merupakan penerapan tentang teori-teori yang mmbahas 
hasil penelitian, diharapkan dari teori-teori dan data hasil penelitian kepustakaan 
dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan 
untuk penelitian ini. 
D. Definisi Operasional  
 Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang di amati 
maupun diteliti. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu 
variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam 
penelitian ini yang menjadi operasional adalah: 
1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status dari Dinas 
Perhubungan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang di Kota 
Medan.  
2. Dinas Perhubungan merupakan suatu unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah di bidang perhubungan. Fungsi dari Dinas Perhubungan ini 
yaitu sebagai perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, 
pemberian bimbingan dibidang perhubungan. 
3. Pengawasan adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh aparat 
pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan 
tugas umum pemerintahan. 
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4. Kendaraan Angkutan Barang adalah salah satu media transportasi yang 
digunakan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan menggunakan kendaraan bermotor. 
5. Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota 
ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan 
Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa dengan luas 265,1 km 
persegi dan memiliki penduduk lebih dari dua juta jiwa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Dinas Perhubungan 
 Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas : 
1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar. 
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang. 
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.9 
Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam 
bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 
Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah 
tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan 
sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas perhubungan memilki fungsi, antara lain:  
a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
perhubungan. mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana 
dan program bidang perhubungan.  
                                                             
 
9  Josef Mario Monteiro. 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah. 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia,  halaman 63. 
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b. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta 
mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan 
udara serta pos dan telekomunikasi.  
c. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang 
tugasnya.  
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.10 
 Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah "Untuk menciptakan sistem 
gerakan atau aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang 
berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta 
mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan 
Kota Medan". Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Perhubungan Kota Medan 
adalah: Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk 
citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan. Peningkatan kualitas 
sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku 
utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan. 
 Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar 
pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang 
handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.11 Dinas 
perhubungan dalam menjalankan tugasnya memiliki pembagian beberapa bidang 
yaitu bidang perhubungan, bidang informasi, bidang komunikasi, bidang 
kebudayaan dan bidang pariwisata. Dalam setiap pembagian bidang memiliki 
                                                             
 
10 Anoname. “Dinas Perhubungan Kota Medan”, melalui www.blogspot.co.id. Diakses 
pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 17.30 WIB. 
11  Anoname. “Visi dan Misi”, melalui http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-2-
visidanmisi.html. Diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 17.35 WIB.  
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tugas masing-masing sehingga memungkinkan kinerja dari Dinas Perhubungan 
lebih efektif. 
 Bidang perhubungan memiliki tugas salah satunya mengenai pengujian 
kendaraan, dalam hal pengujian kendaraan bermotor seksi yang menjalankannya 
yaitu UPT pengujian kendaraan bermotor. 
UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan 
bermotor. 
3. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor. 
4. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas layak jalan 
kendaraan bermotor. 
5. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
6. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan 
bermotor yang lulus uji. 
7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, 
tata usaha, keuangan dan perlengkapan. kehumasan dan rumah tangga 
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan 
Publik (SPP). 
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat. 
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.12 
 Adapun struktur organisasi perhuibungan adalah sebagai berikut:  
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat 
a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian dan Aset  
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
3. Bidang Keselamatan: 
a. Manajemen Keselamatan 
b. Promosi Keselamatan 
c. Prasarana Keselamatan 
4. Bidang Lalu Lintas: 
a. Manajemen Lalu Lintas 
b. Rekayasa Lalu Lintas 
c. Pengawasan dan Pengendalian 
5. Bidang Angkutan: 
a. Angkutan Orang dalam Trayek 
b. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek 
c. Pembinaan Angkutan  
6. Bidang Terminal dan Parkiran 
a. Terminal 
                                                             
 
12 Dinas Perhubungan Kota Malang, “UPT Pengujian Kendaraan Bermotor”, melalui 
http://dishub.malangkota.go.id, diakses Rabu 07 Maret 2018, Pukul 17.12 Wib. 
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b. Manajemen Perpakiran  
c. Ketertiban Perpakitan 
7. Unit Pelayanan Terpadu (UPT).13 
 
B. Transportasi 
Perpindahan orang sejak zaman dahulu, telah dilatih dalam hal 
transportasinya. Sehingga boleh dikatakan bahwa masalah transportasi ini sama 
umurnya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mendapatkan makanannya 
dan material yang digunakan seperti untuk keperluan pembuatan pakaian, 
pemondokan, peralatan dan senjata, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat 
lainnya untuk mendapatkannya.14 
Awalnya untuk keperluan pemindahan barang mengandalkan pundak atau 
kepala seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semakin banyak kebutuhan 
manusia dan kemampuan diri yang dipunyainya terbatas, maka semakin banyak 
yang diangkut dan dengan akal yang ada padanya, manusia mulai melihat alam 
sekitarnya, mulailah menggunakan bantuan tenaga binatang seperti gajah, kuda, 
keledai dan sebagainya. Binatang untuk pengangkutan ini dilatih agar bisa 
dimanfaatkan. Lalu setelah ditemukannya tenaga uap dan tenaga mesin maka 
perkembangan angkutan jalan hingga sekarang, seperti yang kita lihat hari ini 
                                                             
 
13Malangkab, “Struktur Organisasi Dinas Perhubungan”, melalui dishub.malangkab.go.id 
diakses Kamis, 02 Maret 2018, Pukul 16.00 wib. 
14 Zulfiar Sani. 2010. Transportasi (suatu pengantar). Jakarta: Penerbit Universitas 
Indone sia (UI-PRESS). halaman 3.  
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seperti angkutan jalan. Selanjutnya saat ini perkembangan angkutan darat 
berkembang secara signifikan untuk mencari yang lebih cepat dan lebih mudah.15 
Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 
tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh 
manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan 
kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai 
kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum 
sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, 
laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan 
banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih 
canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan 
dengan alat transportasi lainnya serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif 
lebih rendah daripada transportasi darat dan air.16    
Transportasi dapat dilakukan oleh orang itu sendiri dengan cara memikul 
dan sebagainya tapi dapat juga menggunakan alat atau benda sebagai bantuan. 
Penggunaan alat bantu ini berkembang sesuai dengan perkembangan tekonologi 
hingga saat ini. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah 
tanah (subway) dan taksi untuk bepergian dalam kota terutama untuk pergi dan 
pulang bekerja. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih 
cepat dan lebih mudah dalam perpindahan orang atau barang dari tempat asala ke 
                                                             
 
15 Ibid. 
16  Wikipedia, “Transportasi”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi, diakses 
Sabtu, 16 Desember 2017, pukul 18.00 WIB. 
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tempat tujuannya. Fungsi transportasi ini tidak hanya dilihat secara perorangan 
tapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas.17 
1. Penggerak pembangunan. Sebuah daerah tepencil dengan hasil ekonomi 
dari sumber daya alam, apabila tidak terdapat lalu lintas dan angkutan ke 
daerah tersebut maka akan terpencillah daerah tersebut, karena itu bila 
ada angkutan (transportasi) maka daerah tersebut dapat digerakkan 
pembangunannya. 
2. Melayani kegiatan nyata, pada ekonomi yang sudah berjalan maka 
transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang 
dari satu tempat ketempat lainnya sebgai contoh: masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu 
tersedia di satu tempat apalagi di ditempat mereka tinggal, sehingga 
masyarakat tersebut sangat membutuhkan cara pemindahan 
kebutuhannya itu dan /atau perpindahan dirinya sendiri. 
Kebutuhan angkutan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhan lainnya 
seperti memindahkan barang keperluannya dari satu tempat ketempat lainnya. 
Sesuai dengan pengembangan teknologi yang akan mengubah tata kehidupan, 
seperti keperluan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan bertambahnya 
waktu luang karena telah mempersingkat waktu untuk kegiatannya, dan waktu 
luang ini bisa dipakai untuk keperluan rekreasi atau keperluan lainnya yang tentu 
saja membutuhkan transportasi juga. Kemajuan dalam bidang transportasi 
dipusatkan, terutama karena sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal 
                                                             
 
17 Zulfiar Sani, Op.Cit 2010, halaman 2. 
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lainnya, maka hal-hal seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu 
dikembangkan kondisinya transportasi ini.18  
Munculnya transportasi sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade 
terakhir ini, dikarenakan oleh semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia 
dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari apakah itu aktivitas sosial, 
politik, ekonomi dalam melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, budaya 
dan lain-lain. Dapat ditangkap makna sederhana yang terkandung pada 
transportasi itu bahwa transportasi dapat dikatakan sebagai alat, teknik atau cara 
untuk melawan jarak atau mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia 
dalam menjalankan segala macam dan bentuk aktivitas kehidupannya. Dengan 
demikian, sebagai alat teknik atau cara, transportasi ini harus berkembang 
mengiringi laju perkembangan aktivitas kehidupan manusia dari teknik (alat) yang 
sederhana. Karena dewasa ini aktivitas kehidupan manusia telah mencapai taraf 
kemajuan yang pesat disegala bidang, semakin kompleks dan beragam serta arus 
globalisasi semakin gencar, maka alat atau teknik transportasi juga semakin 
berkembang ke arah modernisasi dan kompleks.19  
Pengelolaannya juga telah menghadapi masalah rumit menyangkut segala 
aspek kehidupan manuisa, mempertimbangkan segala kepentingan manusia yang 
berbeda serta terkait dengan berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam menelusuri 
dan menelaah serta memahami persoalan transportasi ini harus melihat dan 
memandang transportasi sebagai suatu sistem yang luas, menyeluruh dan tidak 
berdiri sendiri.   
                                                             
 
18 Ibid. 
19 Fidel Miro. 1997. Sistem Transportasi Kota. Bandung: Tarsito, halaman 1.  
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Komponen utama transportasi adalah:20 
1. Manusia dan barang (yang diangkut). 
2. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut). 
3. Jalan (tempat alat angkut bergerak). 
4. Terminal (tempat memasukkan dan mengeluarkan yang diangkut ke 
dalan dan dari alat angkut). 
5. Sistem pengoperasian, yang mengatur 4 komponen 
a. Manusia atau barang  
b. Kendaraan atau peti kemas 
c. Jalan  
d. Teminal 
Transportasi dalam mendukung dan mempermudah manusia untuk 
mencapai objek kebutuhan tentu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus 
merupakan satu kesatuan utuh dan menyeluruh yang disebut dengan sistem 
transportasi. Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam 
memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami 
perubahan seperti perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan IPTEK, 
pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi dan lain-lain yang kesemuanya ini 
berada dalam satu wadah yang menyeluruh pula dan disebut sebagai sistem 
aktivitas. Jelas bahwa sistem transportasi dalam suatu kawasan tertentu 
mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi 
                                                             
 
20 Ibid, halaman 5. 
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manusia, dalam sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan 
dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia.21 
Secara umum, kegunaan transportasi dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) 
peranan yaitu:22 
1. Peranan transportasi dalam peradaban manusia. 
Pada zaman primitif, manusia tidak begitu memetingkan pelayan 
transportasi ini karena pada waktu itu barang dan jasa yang dibutuhakn 
belum beragam dan relatif sederhana cukup diangkut dengan tenaga 
sendiri. Tetapi sekarang, kebutuhan hidup telah semakin beragam dan 
objek pemuas kebutuhan pun berpencar serta gaya hidup manusia telah 
cenderung menetap, maka di sini transportasi dan peningkatan 
tekonologinya semakin diperlukan. 
2. Peranan transportasi dalam ekonomi. 
Dari aspek ekonomi, transportasi sangat jelas manfaatnya dalam proses 
produksi, distribusi dan pertukaran kelebihan. Dalam proses produksi, 
semua faktor-faktor produksi, tentu tidak akan ada pada suatu tempat, 
melainkan terdapat di banyak tempat. Untuk menyatukan agar dapat 
diproses menjadi barang kebutuhan akhir, transportasi memainkan 
peranan penting, mempermudah dan mempercepat tersedianya faktor 
produksi itu pada satu tempat yang kita inginkan. Begitu pula dalam 
proses penyebaran barang dan jasa akhir, transportasi dapat 
memindahkan suatu barang ke daerah yang miskin faktor produksi untuk 
                                                             
 
21 Ibid, halaman 8.  
22 Ibid, halaman 9. 
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menghasil barang akhir tersebut sehingga pemerataan barang dan jasa ke 
semua daerah dapat terjamin. 
3. Peranan transportasi dalam sosial. 
Dalam aktivitas sosial masyarakat, lebih banyaj terlihat bagaimana 
transportasi dapat mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan 
kegiatan non ekonomi yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Untuk 
hubungan kemanusiaan ini transportasi dapat memberikan dukungan 
kemudahan seperti: pertukaran informasi, rekreasi, pelayanan 
perorangan atau kelompok, ke rumah sakit, mengunjungi kerabat, 
keagamaan, ke tempat-tempat pertemuan dan perjalanan sosial lainnya. 
4. Peranan transportasi dalam politik. 
Faktor geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan, 
transportasi dapat mendukung usaha persatuan nasional, usaha 
peningkatan pelayanan yang lebih merata ke seluruh penjuru tanah air, 
usaah pengamanan negara dari serangan luar dan yang lebih penting 
transportasi dapat memindahakn masyarakat korban bencana alam. 
5. Peranan transportasi dalam lingkungan. 
Di samping transportasi dapat mendukung aktivitas sosial, ekonomi, 
poltik seperti yang disebutkan, transportasi ini juga dapat menimbulakan 
dampak lingkungan masyarakat seperti pencemaran udara, pemborosan 
energi, kebisingan, konsumsi lahan dan masalah keamanan. 
Tujuan dari transportasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam segala 
aktivitas masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudahan (aksesibilitas) 
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ini diartikan sebagai mudahnya temapt tujaun itu dicapai walaupun jauh jaraknya. 
Kemudahan ini dapat menyangkut berbagai aspek kegiatan, seperti mudahnya 
faktor-faktor produksi didapatkan, mudahnya informasi menyebar, mudahnya 
penduduk bergerak (mobilitas tinggi).  
Untuk menimbulkan kemudahan ini tentu segala elemen utama transportasi 
harus ditingkatkan secara serentak (bersama-sama) seperti membuka jalan baru 
tentu sarana kendaraannya harus diadakan dan pengelolaannya pun harus berjalan. 
Masih belum tecapai tingkat kemudahan kalau hanya jalannya saja dibangun, 
begitu pula sebaliknya. Hal yang lebih penting lagi kemudahan ini juga 
menyangkut tingkat kesejahteraan (pendapatan) masyarakat karena mustahil orang 
akan mudah bergerak (mobilisasi) kalau pendapatannya nol.23 
Terdapat 2 defenisi dari Sistem Transportasi, yang pertama adalah defenisi 
dari sistem, sistem merupakan suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara 
satu variabel dengan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur, menggerakkan, 
mengangkut atau mengaalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat 
lain. Sehingga dari kedua defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, sistem 
transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara barbagai 
variabel dalam suatu kegiatan atau usaha untuk memindahkan, menggerakkan, 
mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari satru tempat lainnya secara 
terstruktur untuk tujuan tertentu.  
                                                             
 
23 Ibid, halaman 13.  
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Untuk menjamin kelancaran proses mobilisasi barang dan manusia, sistem 
transportasi di dukung oleh alat pendukung yang berupa sarana dan prasarana 
transportasi, seperti :  
a. Jalan raya 
b. Rel kereta api 
c. Terminal 
d. Dermaga 
e. Bandara dan lain sebagainya.24 
Seperti telah dibicarakan bahwa sistem transportasi ini sangat unik dalam 
kehidupan sehari-hari dan bila kita perhatikan lebih lanjut maka kita dapatkan 
bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam Transportasi adalah:  
a. Permintaan akan jasa transportasi bukan permintaan atau keinginan 
langsung oleh seseorang untuk memenuhi tujuannya tapi merupakan 
turunan permintaan yaitu mencapai untuk melakasanakan tujuan tersebut. 
Seperti keinginan kita adalah hendak pergi bekertja (permintaan utama) 
dan agar terlaksananya keinginan tersebut kita berpikir bisa sampai di 
tujuan tadi lebih cepat tentunya akan menggunakan transportasi 
(permintaan turunan). 
b. Jenis kegiatan pada ruang yang berbeda (spatial) memerlukan sistem 
transportasi yang sesuai, sehingga terjadi arus pergerakan sesuai dengan 
kegiatan tadi. Membawa barang dari gudang ke pasar tentu kita akan 
menggunakan sarana untuk angkutan barang yang sesuai.  
                                                             
 
24 Scribd, “Sistem Transportasi”, melalui www.academia.edu diakses Kamis, 02 Maret 
2018, Pukul 16.23 wib. 
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c. Pembahasan tentang transportasi bukan hanya membahas dari asal ke 
tujuan saja tapi kita mengenal hal yang berkaitan seperti pola produksi, 
konsumsi, penduduk, pemukiman, tenaga kerja dan hal terkait lainnya. 
d. Bila kita hendak menggunakan transportasi, keinginan ini sebenarnya 
adalah keinginan untuk lebih cepat sampai di tujuan tanpa mengeluarkan 
banyak tenaga dan sebagai konsekuensinya kita harus mengeluarkan 
biaya. Jarak antara tempat asal dan temnpat tujuan bagi seseorang 
merupakan hambatan untuk mencapainya dan ini dapat berupa hambatan 
waktu dan biaya. 
e. Jenis transportasi bisa dibedakan dalam hal wujudnya dan waktunya 
sehingga dikenal dengan istilah Ecotic, belum dioperasikan secara 
komersial tapi telah dilakukan percobaan dalam suatu pilot project dan 
quasi transport, telepon dan facsimile yang dikirimnya melalui kabel atau 
radio. 
f. Bila kita bicarakan sistem transportasi maka hal yang harus diperhatikan 
adalah:  
1) Tempat asal dan tempat tujuan suatu perjalanan yang akan 
dilaksanakan karena hal ini akan berkaitan langsung sesuai dengan 
keinginan dan masalah yang akan dihadapi. 
2) Volume pergerakan; ramai atau tidaknya volume transportasi yang 
akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut di mana hal ini akan 
berkaitan dengan waktu perjalanan, bila tahanan yang terjadi semakin 
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besar maka aliran arus pergerakan semakin lambat dan akibatnya 
lambat sampai di tempat tujuan. 
3) Maksud perjalanan; untuk keperluan pokok atau tidak, apakah 
mengangkut orang atau barang, hal ini merupakan faktor pilihan yang 
akan dihadapi yaitu menggunakan sarana apa dan kaitannya selama 
pergerakannya. 
4) Waktu pergerakan; waktu untuk melaksanakan pergerakan, tujuan 
dalam menggunakan alat transportasi agar cepat dan mudah untuk 
sampai di tujuan. 
5) Lintasan (route); sesuai dengan prasarana dan sarana yang tersedia 
untuk mencapai tujuan perjalanan karena hal ini akan berkaitan dengan 
pilihan dalam pergerakan. 
6) Sarana yang akan dipakai; sesuai dengan kemampuannya baik teknik 
maupun fasilitasnya, karena menyangkut keselamatan dan 
kenyamanan. 
g. Perkembangan sistem transportasi difokuskan pada objektivitasnya, karena 
meningkatnya hambatan yang dapat berbentuk jarak tempuh, keadaan 
jaringan atau bertambahnya keinginan, objektivitasnya berupa agar dapat 
lebih terjamin keselamatan (safety), agar lebih nyaman (convenience), 
keselarasan dengan tumbuh (comfort) yang semuanya ini merupakan suatu 
fungsi dalam pemakaian transportasi. 
h. Perbaikan dalam sistem transportasi mengarah kepada bagaimana 
penurunan tingkat biaya dan berkurangnya waktu dan ini adalah faktor 
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yang terpenting dalam menganalisis sistem transportasi. Saat ini yang 
semakin dikehendaki adalah sistem pintu ke pintu (door to door system) 
terutama yang menguntungkan semua pihak (sustainable). 
i. Pada sistem transportasi harus ditinjau mengenai; Cara pengangkutan, 
metode angkutan sampai kepada spesialisasi cara pengangkutan (peti 
kemas, tangki cairan dan sebagainya). 
j. Melihat sistem angkutan yang ada disesuaikan dengan: 
1) Tempat pergerakan sarana: benda keras (darat), fluida (air atau udara). 
2) Kemampuan angkutannya; missal, pribadi. 
3) Cara bergerak angkutan: diam di tempat (angkutan pipa, eskalator) 
atau ikut berpindah dari asal hingga tujuan. 
4) Pergerakannya atau jalurnya; yang bebas terutama dalam menghindari 
penghalang yang ada (mobil) atau terikat yang dalam pergerakannya 
tidak bisa berpindah jalur semaunya kecuali dengan suatu peraturan 
atau pengaturan yang ada (kereta) atau semi terikat di mana terikat 
sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat berpindah seenaknya 
tentu saja dengan persetujuan pengaturan (pesawat udara). 
5) Daerah operasinya; Diatur sesuai aturan yang berlaku antarnegara, 
antarprovinsi, antarkota atau dalam kota. 
k. Hubungan yang ada dalam sistem transportasi yang dapat sebagai acuan 
untuk memcahkan suatu masalah transportasi terutama angkutan umum 
seperti: 
1) Antara produsen  dan konsumen. 
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2) Antara sumber daya yang ada dan penggunaannya. 
3) Antara sektor ekonomi, social, politis atau kewilayahan. 
4) Antara waktu dan biaya dalam perjalanan. 
5) Antara biaya dan kenyamanan dalam perjalanan.25 
 
C. Angkutan Barang 
Pengertian pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad adalah 
pengertian “angkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkat atau 
membawa, mamuat dan membawa atau mengirim. Dengan kata lain angkutan 
adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat tempat 
pemuatan ke tempat tujuan dan men urunkan barang atau penumpang dari alat 
pengangkutan ke tempat yang telah ditetapkan. 
Jika dilihat dari berbagai pengertian dan definisi pengangkutan diatas, maka 
dapat di ketahui berbagai aspek pengangkutan, yaitu sebagai berikut: 
a. Pelaku, yaitu pihak yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang 
berupa badan hukum yang melaksanakan  pengangkutan seperti 
perusahaan pengangkutan, baik berupa orang secara alamiah maupun 
orang dalam arti badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau 
Koperasi. Orang secara alamiah sebagai pelaku misalnya buruh di 
pelabuhan yang mengangkat barang – barang dari dan ke kapal.  
b. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan 
pengangkutan. Alat ini digunakan secara mekanik atau elektronik dengan 
                                                             
 
25 Zulfiar Sani, op cit, hal 14 – 17. 
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teknologi tinggi yang harus memenuhi persyaratan keamanan dan 
keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang 
berlaku seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crene) 
dan lain – lain. 
c. Barang dan/atau penumpang, yaitu objek yang dimuat dan diangkut. 
Barang muatan yang diangkut adalah barang yang dapat diperdagangkan 
atau tidak dapat diperdagangkan dan berbagai jenis yang diklasifikasikan 
sebagai berikut :  
1) barang umum (general good) 
2) barang – barang berbahaya (dangerous good) 
3) barang yang mudah rusak (perishable good) 
4) barang beracun  
5) animal product 
6) tumbuh – tumbuhan, dan lain – lain. 
d. Perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang mengangkut barang atau penumpang 
sejak pemuatan atau boarding sampai dengan penurunan di tempat tujuan 
dengan selamat. 
e. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai tambah atau penggunaan 
barang yang diangkut di tempat tujuan. 
f. Tujuan pengangkutan, yaitu barang dan/atau orang dapat selamat sampai 
di tempat tujuan.26 
                                                             
 
26 Andhika Suhud Meliora Situmorang, “Hukum Bisnis Pengangkutan Barang”, melalui 
https://www.scribd.com/document/353885383/Pengangkutan-Barang, diakses Jumat, 25 Mei 
2018, pukul 15.30 WIB. 
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Pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke 
tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Di sini 
jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, 
yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka 
pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu perbuatan yang 
merugikan bagi si pedagang. 27 
Jasa angkutan, merupakan jenis jasa dengan barang pendukung dan jasa 
minor; Penumpang kendaraan yang membeli jasa transportasi. Selama dalam 
perjalanan dengan kendaraan (barang). Ada beberapa produk fisik yang terlibat, 
seperti makanan dan minuman, majalah, surat kabar yang disediakan oleh jasa 
lain. Jasa transportasi ini memerlukan barang yang bersifat kapital intensif untuk 
realisasinya, tetapi penawaran utamanya adalah jasa angkutan. 
Karena yang ditawarkan adalah jasa maka hal yang terpenting untuk diatur 
dalam penjualan produk adalah kualitas jasa.28 
Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun 
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam 
mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik 
penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang 
sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan. Serta dalam pelaksanaannya harus 
                                                             
 
27  Purwosutjipto. 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: 
Djambatan. Halaman 2. 
28  Zulfiar Sani, op cit, hal 125. 
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dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dan lebih 
mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat. 29 
 
D. Kota Medan 
Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini 
merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta 
kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah 
Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara 
Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. 
Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan 
kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan 
bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan 
kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. 
Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di 
pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada 
tanggal 1 Juli 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat 
pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai 
menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 
1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerintah Hindia Belanda 
memberikan status kota dan menjadikannya pusat pemerintahan Karesidenan 
Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di luar 
                                                             
 
29  Anoname. Definisi Angkutan Barang, www.blogspot.co.id, diakses selasa, 19 
Desember 2012, pukul 20.00 WIB. 
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Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan 
secara besar-besaran. 
Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-
orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain 
Melayu sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, 
Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor 
perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di 
samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor 
konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan 
Jerman.30 
Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan 
telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, 
(1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan 
penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 
500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. 
Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 
2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 
perempuan. Bersama kawasan metropolitannya (Kota Binjai dan Kabupaten Deli 
Serdang) penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa.  
Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar 
di Sumatera dan keempat di Indonesia. Sebagian besar penduduk Medan berasal 
dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari 
                                                             
 
30  Wikipedia, “Kota Medan”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota Medan#Sejarah, 
diakses Selasa, 19 Desember 2017, pukul 21.00 WIB. 
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total penduduk). Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 
1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat 
pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan 
demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada 
berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.  
Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari 
keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan 
kota/kabupaten lainya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan 
jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 
30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi 
kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 
meter di atas permukaan laut. 
Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut: 
a. Utara : Selat Malaka 
b. Selatan : Kabupaten Deli Serdang 
c. Barat : Kabupaten Deli Serdang 
d. Timur : Kabupaten Deli Serdang 
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan 
sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. 
Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber 
daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, 
Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini 
menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai 
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kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat 
dengan daerah-daerah sekitarnya. 
Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, 
Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan 
perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri 
(ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota 
dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota 
Medan saat ini. 
 
E. Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan prinsip 
yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan 
dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama Algemene Beginselen 
van Behoorllijke Bestuur (ABBB), selanjutnya dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan nama The Principal of Natural Justice.31 
Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya “Beberapa Catatan Hukum 
Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” mengemukakan asas-asas 
dalam Bab I paragraph F dengan sub judul “Dasar-dasar/Asas-asas umum 
                                                             
 
31 Anoname, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”,melalui  
http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/, diakses Kamis, 05 Juli 
2018, Pukul 16.30 WIB. 
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pemerintahan yang baik” (general principle of good administration) 
mengemukakan 13 asas sebagai berikut:32 
1. Asas kepastian hukum (principle of legal security). 
2. Asas keseimbangan (principle of proportionality). 
3. Asas kesamaan (principle of equality). 
4. Asas bertindak cermat (principle of carefulencess). 
5. Asas motivasi (principle of motivation). 
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of 
competence). 
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play). 
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness). 
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised 
expectation). 
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (primciple of 
undoing the consequences of an annulled decision). 
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (principle of protecting 
the personal way of life). 
12. Asas kebijaksanaan. 
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 
 United Nation Development Program (UNDP) mengajukan 9 
kharakteristik AAUPB sebagai berikut:33 
                                                             
 
32 Philupus M. Hudjon, dkk. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 271. 
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1. Partisipasi (participation) 
Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan 
kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, 
berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dilakukan 
secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. Partisipasi yang 
diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk 
lainnya yang bermanfaat. Partisipasi ini tidak hanya dilakukan pada 
tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai tahapan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-
hasilnya. 
2. Penegakan hukum (rule of law) 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka 
demokrisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat 
kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan 
dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, 
tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Oleh karena 
itu, langkah awal penciptaan asas-asas umum pemerintahan yang baik 
adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya 
(software), perangkat kerasnya (hardware) maupun sumber daya manusia 
yang menjalankan sistemnya (humanware). 
 
 
                                                                                                                                                                       
33 Utang Rosidin. 2015. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia, 
halaman 377.  
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3. Transparansi (transparancy) 
Karakteristik transparasi ini sesuai dengan semangat zaman yang serba 
terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup 
semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai proses 
pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada 
tahapan evaluasi.  
4. Daya tanggap (responsiveness) 
Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat 
dalam proses pembangunan good governance  harus memiliki daya 
tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan para pemangku kepentingan 
(stakeholder). Upaya peningkatan daya tanggap ditujukan pada sektor 
publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada 
kekuasaan.  
5. Berorientasi pada konsensus (consensus Orientation) 
Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya 
merupakan aktivitas politik yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan 
consensus. Dalam good governance, pengambilan keputusan ataupun 
pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, 
yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsistensi melaksanakan 
konsensus yang telah diputuskan bersama. 
6. Keadilan (equality) 
Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki 
kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, 
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karena kemampuan setiap warga negara berbeda-beda, sektor public perlu 
memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan berjalan seiring 
sejalan. 
7. Efektif dan efisien (efectivensess and efficiency) 
Agar mampu berkompetensi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan 
ketiga domain dan governance harus mengutamakan efektivitas dan 
efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi 
ditujukan pada sektor public karena sektor ini menjalankan aktivitas secara 
monopolistik.  
8. Akuntabilitas (Accountabiluty) 
Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus 
mempertanggungjawabkannya kepada publik. Secara teoritis, akuntabilitas 
dapat dibedakan menjadi lima yaitu, organisasi, legal, politik, professional, 
dan moral. 
9. Visi Strategis (Strategic vision) 
Pada era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam good 
governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, 
suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat 
dibedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antara 20 sampai 
25 tahun dan visi jangka pendek (short term vision) sekitar 5 tahun. 
 Ridwan HR mengemukakan pendapat mengenai AAUPB bahwa 
pemahaman terhadap AAUPB tidak hanya dilihat dari segi kebahasaannya saja 
tetapi juga dapat dilihat dari konteks kesejarahan karena asas ini muncul dari 
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proses sejarah. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan 
sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang 
dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, 
adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan 
penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.34 Sedangkan 
menurut Jazim Hamidi dalam penelitian yang dilakukannya mengemukanan 
pengertian AAUPB sebagai berikut:35 
1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam 
lingkungan Hukum Administrasi Negara. 
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi Negara 
dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi 
dalam menilai tindakan administrasi Negara (yang berwujud 
penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak 
yang menggugat. 
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak 
tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di 
masyarakat. 
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan 
terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian 
besar dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya 
tetap sebagai asas hukum.  
                                                             
 
34 Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, halaman 234. 
35 Ibid., halaman 235. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Kendaraan Angkutan Barang di Kota Medan 
Secara Harfiah Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari 
satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang 
digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan 
manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.36 
Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah 
(subway) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi 
karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi 
mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu: Transportasi darat, laut, dan udara. 
Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang 
untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, 
transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat 
transportasi lainnya. 
Kendaraan memiliki satu arti. Kendaraan berasal dari kata dasar kendaraan. 
Kendaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kendaraan 
dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala 
yang dibendakan. 
Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat transportasi, baik yang 
digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya 
                                                             
 
36 Elhavidz, “Defenisi Hukum Pengangkutan”, melalui elhavidz.blogspot.co.id diakses 
Selasa, 17 April 2018, Pukul 13.40 wib. 
40 
 
  
buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, dan pesawat), tetapi ada yang 
bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es dan 
batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga 
digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan, seperti gerobak.37 
Transportasi nasional mempunyai peran strategi dalam membentuk suatu 
pembangunan nasional. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 dalam alinea 4 menyebutkan bahwa untuk 
membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat diartikan secara langsung bahwa 
transportasi nasional menjadi bagian dalam memajukan kesejahteraan umum 
melalui peran dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional.  
Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas 
dan angkutan jalan meyebutkan bahwa “Kendaraan Bermotor Umum adalah 
setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut bayaran”. 
Kendaraan angkutan barang yang beroperasi di Indonesia harus mengikuti 
pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan pengujian kendaraan bermotor terdapat 
                                                             
 
37 Wikipedia, “Kendaraan”, melalui id.wikipedia.org, diakses Selasa, 17 April 2018, 
Pukul 13.44 wib.  
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pada Pasal 49 sampai dengan 56. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan 
meliputi sebagai berikut: 
1. Uji Tipe 
2. Uji Kelayakan  
  Uji Tipe bagi kendaraan bermotor dalam Pasal 50 ayat 2 UU. No 22 Tahun 
2009 meliputi sebagai berikut: 
1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan 
yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
Bermotor dalam keadaan lengkap. 
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang 
dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta 
tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. 
Uji tipe kendaraan bermotor dilakukan oleh unit pelaksanaan uji tipe 
pemerintah. Kemudian, kendaraan bermotor yang telah lulus uji tipe kendaraan 
bermotor akan mendapatkan sertifikat lulus uji tipe.  
Setelah dilakukan uji tipe, maka selanjutnya kendaraan bermotor wajib 
melakukan uji kelayakan. Kegiatan uji kelayakan kendaraan bermotor dilakukan 
sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor. 
2. Pengesahan hasil uji.  
Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilakukan oleh 
beberapa unit pelaksana yaitu: 
1. Unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota. 
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2. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari 
pemerintah 
3. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari 
pemerintah. 
Uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor dilakukan melalui pengujian 
terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Persyaratan teknis dalam uji 
kelayakan antara lain: 
1. Susunan 
2. Perlengkapan 
3. Ukuran 
4. Karoseri 
5. Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya 
Kendaraan angkutan barang harus memiliki persyaratan layak jalan antara 
lain sebagai berikut: 
1. Emisi gas buang kendaraan bermotor 
2. Tingkat kebisingan 
3. Kemampuan rem utama 
4. Kemampuan rem parker 
5. Kincup roda depan 
6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama 
7. Akurasi alat penunjuk kecepatan  
8. Kedalaman alur ban. 
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Kendaraan bermotor yang telah diuji melalui pemeriksaan dan pengujian 
fisik akan mendapatkan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji. Kartu uji 
memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, 
spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji. Sedangkan tanda uji 
memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku 
hasil uji.  
Pengesahan hasil uji dalam rangka uji kelayakan kendaraan bermotor 
diberikan kepada: 
1. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh 
unit pelaksana pengujian pemerintah kabupatan/kota; dan 
2. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan  oleh unit 
pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana 
pengujian swasta. 
Pengujian kendaraan bermotor  dari uji tipe sampai uji berkala merupakan 
hal yang wajib bagi pemilik kendaraan. Kewajiban melakukan pengujian 
kendaraan bermotor ini memiliki manfaat untuk memberikan jaminan 
keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, 
selain itu untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari 
kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor 
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dan yang terakhir untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 
Melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor bukanlah hal yang dapat 
diabaikan begitu saja sebab tujuan dari melakukan pengujian kendaraan juga 
sangat baik demi kelangsungan kelayakan jalan suatu kendaraan. 
Pengawasan yang dilakukan terhadap angkutan barang terdapat dalam Pasal 
53, 54 dan 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetntang lalu lintas 
dan angkutan jalan serta dalam peraturan menteri perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan 
bermotor. Uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk penumpang 
umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di 
jalan lalu pada Pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan pemeriksaan 
dan pengujian fisik serta pengesahan hasil uji berkala. 
Apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pemohon atau 
seseorang yang diberikan kuasa menurut Pasal 45 ayat (3) pemohon atau 
seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli. Sebagai 
bukti telah dilakukan pendaftaran kemudian diberikan surat keterangan yang telah 
ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang hal ini sebagaimana telah tercantum 
pada ayat (4) dan (5).  
Selain melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan pemilik kendaraan 
bermotor wajib membawa kendaraannya untuk dilakukan pengujian. Berdasarkan 
Pasal 48 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan 
kendaraan ke tempat Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka: 
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1. Dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala kendaraan 
bermotor;dan 
2. Biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh 
pemohon.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan sebenarnya telah mengatur tentang pengujian kendaraan 
bermotor, tetapi UU ini belum mencakup lebih luas dan dalam terhadap pengujian 
kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan aturan dalam 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 
Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.  
Pengujian berkala kendaraan bermotor terdapat tata cara untuk 
mengajukan permohonan atas pengujian kendaraan bermotor, hal tersebut telah 
tertuang dalam Permenhub Nomor 133 tahun 2015. Pasal 45 ayat (1) 
menyebutkan bahwa untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji 
berkala, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala 
kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:  
1. salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan 
bermotor. 
2. salinan/foto copy surat tanda nomor kendaran bermotor (STNK). 
3. salinan/foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan/atau 
pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor. 
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Fungsi dari dilakukannya pengujian kendaraan bermotor ini yaitu untuk 
mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan, gangguan 
terhadap lingkungan dan kerusakan yang dapat mengganggu kelancaraan operasi 
kendaraan selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemilik 
kendaraan bermotor mengenai kondisi teknis kendaraan, dan memberikan saran 
terhadap perawatan atau perbaikan kendaraan bermotor.  
Kendaraan khusus Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang 
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang atau 
disebut juga kendaraan pengangkut barang adalah suatu kendaraan atau suatu alat 
yang diperuntukan untuk pengangutan barang-barang yang diperlukan manusia 
dalam membantu kehidupan sehari-hari.Truk adalah salah satu alat transportasi 
angkutan barang untuk jarak jauh. Ada pula yang digunakan untuk jarak dekat 
khususnya pengangkutan barang-barang pindahan rumah, atau bahan-bahan 
bangunan untuk pembangunan rumah. Truk merupakan suatu alat yang 
diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang baik untuk jarak dekat maupun 
jarak jauh yang memiliki fungsi untuk meringankan pekerjaan manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. Truk dalam kegunaannya memiliki muatan daya angkut 
dimana setiap truk tidaklah memiliki daya angkut yang sama. Kendaraan 
pengangkut barang atau mobil barang memiliki jenis-jenis dalam 
peruntuntukannya yaitu:  
1. Truk Barang Umum Merupakan truk yang digunakan untuk 
mengangkut segala jenis barang, baik yang dikemas ataupun tanpa 
kemasan dalam bentuk curah. Penggunaan dari truk barang umum ini 
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bersifat spesifik sering diangkat dengan truk yang diperuntukkan untuk 
satu jenis barang saja. 
2. Truk Tangki, Truk tangki ini dirancang untuk mengangkut muatan 
berbentuk cair atau gas. Untuk meningkatkan kestabilan dalam 
transportasi cairan dalamtangki, tangki dibagi dalam beberapa 
kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat.  
3. Mobil Box Kendaraan angkutan barang antaran yang biasanya 
digunakan untuk mengangkut barang antaran (delivery van) yang 
dimasukkan dalam suatu box terbuat dari baja ataupun dari aluminium. 
4. Mobil Peti Kemas Mobil peti kemas disebut juga truk kontainer adalah 
kendaraan pengangkut peti kemas terdiri dari kedaraan penarik (tractor 
head) dan kereta tempelan dimana peti kemas ditempatkan. Jumlah ban 
dan jumlah sumbu yang semakin besar maka dapat memperbesar daya 
angkut sebuah kendaraan angkutan barang begitu pula sebaliknya 
semakin sedikit jumlah ban dan jumlah sumbu maka semakin sedikit 
daya angkut suatu kendaraan. Sehingga terlihat bahwa kegunaan 
angkutan barang setiap orang akan berbeda dengan kebutuhan dalam 
mengangkut barang tersebut. 
 Aturan hukum mengenai angkutan barang sebagai kendaraan bermotor 
umum dasarnya ada pada Pembukaan UUD Negara RI dalam aliena ke 4 yang 
menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya 
bahwa pentingnya aturan hukum mengenai kendaraan bermotor dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, terbitlah UU No. 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pondasinya adalah 
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Aturan mengenai angkutan barang terdapat dalam bagian ketiga pasal 49 
sampai dengan 56 UU No. 22 Tahun 2009, artinya bahwa aturan tersebut hanya 
mencakup 8 pasal saja. Aturan Itu saja tidak cukup untuk mencakup secara 
keseluruhan. Maka pemerintah menerbitkan Permenhub No. 133 Tahun 2015 
Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.  
Secara hirarki aturan mengenai angkutan barang awalnya pada pembukaan 
UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan jalan dan akhirnya terbit Permenhub No. 133 Tahun 2015 
Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor. 
B. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan 
Barang di Kota Medan 
Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang 
melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita 
selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi 
peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status 
tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu 
pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam 
peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran 
menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga 
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menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat 
kepadanya. 
Dinas perhubungan sebagai salah satu unit pemerintahan yang 
melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam 
mengawasi aktivitas angkutan barang sebagai salah satu bagian dari angkutan 
jalan harus sesuai dengan pengawasan dan perimbangan. Menurut kamus 
hukum, pengawasan dan perimbangan adalah suatu mekanisme pengawasan 
yang dilakukan secara perimbangan kekuasaan agar kekuasaan yang satu agar 
tidak disalahgunakan sehingga perlu pengawasan oleh kekuasaan lain.38 
Menurut Soekanto, mengemukakan definisi peranan yaitu peranan 
lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dari sebagai suatu 
proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau 
tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Definisi lain 
seperti menurut Poerwadarminta, peranan adalah tindakan yang dilakukan 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. 
Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu 
negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai disegala bidang, sektor 
transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk 
melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. 
Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi 
pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.  
                                                             
 
38 M. Marwan & Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, halaman 
501.  
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Sektor transportasi harus multidimensional, dimana harus 
memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi 
juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan 
mempengaruhinya termasuk saran dan prasarana. Seiring perkembangan kota 
maka kebutuhan transportasi diperkotaan meningkat pula, sehingga 
menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga 
diperlukan tindakan menanganan yang sesegera mungkin.39 
Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan juga melakukan 
suatu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota 
medan teradap angkutan barang diatur lebih terperinci dalam peraturan 
menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang 
pengujian berkala kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri 
Perhubungan (Permenhub) No. 133 Tahun 2015, angkutan barang disebut 
sebagai mobil barang. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang 
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.  
Pasal 3 Permenhub No. 133 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 
Penyelanggaran pengujian kendaraan bermotor harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan 
fasilitas dan peralatan pengujian; 
                                                             
 
39 Novia Rahma dkk. 2013. Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan 
Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan  Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). 
Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya. Malang. 
51 
 
  
2. Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun 
peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan; 
3. Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang 
memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor; 
4. Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian 
berkala kendaraan bermotor; 
5. Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Harus sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini; 
6. Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan 
pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan. 
7. Hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat 
dipertanggung jawabkan; 
8. Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara dirawat dengan baik 
secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu 
dalam kondisi yang layak pakai; 
9. Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik; 
10. Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, 
jenis dan ukuran kendaraan  bermotor dan/atau kereta gandengan 
dan/atau kereta tempelan yang diuji; 
11. Harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan 
bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional. 
 Menurut Romulhan Harahap selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis daerah 
Pengujian Kendaraan Bermotor (KUPTD PKB) Amplas Medan, mengatak
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bahwa pengawasan dinas perhubungan kota medan hanya ada pada uji layak jalan 
dan pengawasan terhadap teknis kendaraan bermotor, mengenai berat barang yang 
diangkut oleh angkutan barang menjadi kewenangan Dinas perhubungan provinsi 
dimana angkutan barang ditimbang di jembatan timbangan.40 Uji layak jalan yang 
menjadi acuan Dinas perhubungan kota medan diatur secara keseluruhan dalam 
permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor.  
Dalam pasal 10 permenhub No. 133 Tahun 2015, pengujian layak jalan kendaraan 
bermotor merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan berdasarkan  
 Ambang batas layak jalan dimana pengujian layak jalan wajib 
menggunakan peralatan uji. Pengujian persyaratan layak jalan yang menjadi 
kewenangan dinas perhubungan kota medan meliputi sebagai berikut: 
1. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang; 
2. Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; 
3. Kemampuan rem utama; 
4. Kemampuan rem parkir; 
5. Kincup Roda Depan; 
6. Kemampuan Pancar dan arah sinar lampu utama; 
7. Akurasi alat penunjuk kecepatan; dan 
8. Kedalaman alur ban; 
9. Daya tembus cahaya pada kaca; 
                                                             
 
 40 Hasil wawancara dengan Romulhan Harahap, Kepala UPTD PKB Amplas Medan, 19 
Februari 2018. 
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 Sedangkan pengujian layak jalan untuk kereta gandengan dan kereta 
tempelan paling sedikit meliputi: 
1. Uji Kemampuan rem; 
2. Kedalaman alur ban; dan 
3. Uji sistem Lampu. 
 Dinas perhubungan Kota Medan sebagai unit pengawasan angkutan jalan 
juga melakukan pemeriksaan terhadap angkutan barang yang beroperasi di Kota 
Medan. Dalam Pasal 11 Permenhub No. 133 Tahun 2015 menyebutkan bahwa 
pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi sebagai berikut: 
1. Susunan, meliputi pemeriksaan rangka landasan dimana terdiri dari 
roda kelima (Fifth wheel) untuk mobil barang yang dirancang untuk 
menarik kereta tempelan sesuai ISO dan juga terdapat alat penggandeng 
(Trowing Eye) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik 
kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO, motor 
penggerak meliputi sumber energi (bahan bakar minyak, bahan bakar 
gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik/hybrid), 
sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem 
suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat 
pemantul cahaya, komponen pendukung. 
2. Perlengkapan, meliputi  
a. sabuk keselamatan 
b. ban cadangan 
c. segitiga pengaman 
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d. dongkrak 
e. pembuka roda 
f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan 
bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-
rumah, dan 
g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan 
h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat 
pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus. 
3. Ukuran, meliputi panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, 
jarak sumbu kendaraan, jalur depan (Front Over Hang), jalur belakang 
(Rear Over Hang), sudut pergi kendaraan, jarak bebas kendaraan 
(ground clearance), jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari 
permukaan tanah untuk mobil bus, lebar anak tangga untuk mobil bus, 
tinggi ruang penumpang untuk mobil bus, lebar pintu untuk mobil bus, 
ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus, lebar bak muatan 
terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang, jarak 
bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil 
barang, jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang 
dan / atau mobil bus, tinggi bak muatan untuk mobil barang, lebar 
lorong (gang way) untuk mobil bus, jarak antar tempat duduk untuk 
mobil bus, lebar tempat duduk. 
4. rumah-rumah, meliputi kaca, pintu berikut engsel, badan kendaran 
(tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat/tidak 
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korosi), bumper, perisai kolong, konstruksi tempat duduk, tempat 
pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.   
 Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya, dan 
berat kendaraan. Pemeriksaan di atas dilakukan secara visual dan manual dengan 
atau tanpa alat bantu. Pemeriksaan secara visual terhadap kendaraan bermotor 
meliputi sebagai berikut: 
1. Nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor; 
2. Nomor dan tipe motor penggerak; 
3. Kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran 
bahan bakar; 
4. Kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor, yang 
menggunakan bahan bakar tekanan tinggi; 
5. Kondisi dan posisi pipa pembuangan; 
6. Ukuran roda dan ban serta kondisi ban; 
7. Kondisi sistem suspensi; 
8. Kondisi sistem rem utama; 
9. Kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya; 
10. Kondisi panel instrumen pada dashboard kendaraan; 
11. Kondisi kaca spion; 
12. Kondisi spakbor; 
13. Bentuk bumper; 
14. Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan; 
15. Rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya; 
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16. Keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil 
bus; dan 
17. Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, 
pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup. 
 Selanjutnya terdapat pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat 
bantu paling sedikit meliputi sebagai berikut: 
1. Kondisi penerus daya; 
2. Sudut bebas kemudi; 
3. Kondisi rem parkir; 
4. Fungsi lampu dan alat pemantul cahaya; 
5. Fungsi penghapus kaca; 
6. Tingkat kegelapan kaca; 
7. Fungsi klakson; 
8. Kondisi dan fungsi sabuk keselamatan; 
9. Ukuran kendaraan; 
10. Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar 
darurat khusus untuk mobil bus; 
11. Teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas 
menjadi tenaga penggerak). 
 Pengujian angkutan barang sebagai kendaraan bermotor harus memiliki 
fasilitas yang memadai. Fasilitas dalam pengujian angkutan barang berupa 
lokasi yang bersifat tetap. Fasilitas pengujian angkutan barang terdiri dari 
sebagai berikut: 
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1. Bangunan gedung pengujian 
2. Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang 
3. Jalan keluar-masuk 
4. Lapangan parkir 
5. Bangunan gedung administrasi 
6. Pagar 
7. Fasilitas penunjang untuk umum 
8. Fasilitas listrik 
9. Lampu penerangan 
10. Pompa air dan menara air 
 Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya dituntut untuk sigap 
dan disiplin dalam mengawasi kendaraan angkutan barang di Kota Medan agar 
bisa meminimalisir kendaraan yang tidak memiliki izin beroperasi di Kota Medan 
guna mencegah hal-hal yang dapat membahayakan siapapun. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU No. 30 Tahun 
2014) Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian AAUPB 
dalam Pasal 1 angka 17 yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan 
wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau 
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 juga 
memberikan klasifikasi AAUPB sebagai berikut:  
1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan. 
2. Asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang 
antara kepentingan  individu yang satu dengan kepentingan individu yang 
lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga 
masyarakat  dan  masyarakat   asing, kepentingan   kelompok masyarakat 
yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan 
pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang 
dan kepentingan generasi  mendatang, kepentingan manusia dan 
ekosistemnya serta kepentingan pria dan wanita. 
3. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak 
secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.   
4. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan 
dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang 
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 
Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan 
yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan 
dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu asas yang mewajibkan 
setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  tidak menggunakan 
kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan 
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tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 
melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 
kewenangan. 
6. Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk 
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia  
negara. 
7. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 
dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, 
dan tidak diskriminatif. 
8. Asas Pelayanan Yang Baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang 
tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standard 
pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 Dalam hal ini peran Dinas Perhubungan menggunakan asas  pelayanan 
yang baik dalam mengawasi kendaraan angkutan barang di Kota Medan. Asas 
pelayanan yang baik meliputi: pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya 
yang jelas, sesuai dengan standard pelayanan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Berkaitan dengan pelayanan yang tepat waktu yaitu 
terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan urusan administrasi 
pemilik kendaraan dan dalam hal pengecekan kondisi kelayakan kendaraan 
tersebut. Sedangkan mengenai prosedur dan biaya yang jelas, Dinas 
Perhubungan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Begitu 
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juga dengan standard pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota 
Medan sudah memenuhi kriteria yang berlaku.  
C. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan 
Barang di Kota Medan 
 
  Istilah Kendala dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”41 yaitu  halangan, 
rintangan, aktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 
pencapaian sasaran. Suatu institusi formal, kendala merupakan bagian yang sering 
dijumpai dalam mencapai tujuan. Terjadinya suatu kendala menyebabkan kurang 
optimalnya institusi formal dalam melakukan tugas dan wewenangnya. 
  Pengujian kendaraan bermotor, izin insidentil, dan izin operasi masih 
dilakukan secara langsung di Dinas Perhubungan, hal ini dirasakan cukup efektif 
dan efisien bagi para pengguna izin dalam mengurus pengujian kendaraan 
bermotor. Izin operasi ditujukan untuk melakukan kegiatan pengangkutan (taksi, 
angkutan sewa, angkutan pariwisata, dan angkutan khusus), yang berlaku selama 
5 tahun dengan kewajiban melakukan registrasi kartu pengawasan setiap tahun. 
Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam 
peningkatan mobilitas warga kota, baik dari segi kepentingan umum maupun 
pelayanan perdagangan dan jasa.42 
  Untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan perizinan tentunya 
memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan. Salah satu dari kebijakan 
tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat di seluruh unit kerja 
                                                             
 
41 Anonim. “Arti Kendala”, melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses Kamis, 30 
Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.  
42  Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik). Jakarta: 
Sinar Grafika, halaman 314. 
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pemerintahan. Secara konsepsional sebenarnya kebijakan pengawasan melekat di 
lingkungan pemerintah telah lama di terapkan. Melekat merupakan serangkaian 
kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan atasan 
langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan 
tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 
kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.43  
  Dinas perhubungan dalam menjalankan perannya dalam pengawasan 
angkutan barang di Kota Medan berupaya dengan ekstra agar semua pihak yang 
berkaitan dengan perizinan kendaraan angkutan barang memiliki kesadaran yang 
tinggi terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengujian 
kendaraan angkutan barang khususnya di wilayah Kota Medan.  
  Penerapan peran Dinas Perhubungan dituntut untuk tegas dan disiplin 
dalam menjalankan semua tugasnya berdasarkan kebijakan yang ada, di mana 
kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Dinas 
Perhubungan dalam menjalankan perannya untuk mengawasi kendaraan angkutan 
barang di Kota Medan tidaklah lepas dari kendala-kendala yang timbul. Pada 
dasarnya hambatan terbagi menjadi dua yaitu: hambatan dari luar Dinas 
Perhubungan (eksternal) dan hambatan dari dalam Dinas Perhubungan itu sendiri 
(internal).  
  Hambatan internal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan 
untuk mengawasi kendaraan angkutan barang dalam hal ini terletak pada Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang masih tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. 
                                                             
 
43 Ibid., halaman 190. 
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Adapun beberapa SDM yang dimaksud dalam hal ini salah satunya  adalah tenaga 
penguji, dimana masih ditemukannya beberapa pegawai yang tidak disiplin dalam 
menjalankan tugasnya44, seperti yang tertera dalam Pasal 27 Permenhub No.133 
Tahun 2015.  
1. Sertifikasi kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan 
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dicabut 
apabila: 
a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; 
b. tidak mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji pada saat 
menjalankan tugas pengujian; 
c. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan 
wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/atau 
masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya; 
d. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari 
kegiatan-kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti oleh 
tenaga penguji; 
e. melaksanakan tugas pengujian menyimpang dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
f. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas lainnya; 
g. tidak ditugaskan lagi pada bidang pekerjaan yang terkait dengan 
pengujian kendaraan bermotor; 
                                                             
 
 44 Hasil wawancara dengan Romulhan Harahap, Op Cit. 
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h. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde); 
2. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur 
dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. 
b. Dalam hal penguji kendaraan bermotor tidak mengindahkan 
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenai denda 
administratif sesuai ketentuan yang berlaku. 
c. Selain dikenai denda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan 
pembekuan sertifikasi kompetensi. 
d. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembekuan 
sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud huruf c, pengujian 
kendaraan bermotor tidak mengindahkan kewajibannya, sertifikat 
kompetensinya dicabut. 
3. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana diatur 
dalam ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dilakukan dengan sanksi 
pencabutan sertifikat kompetensi tanpa didahului peringatan tertulis, denda 
administratif dan pembekuan sertifikat kompetensi. 
4. Dalam hal sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji 
kendaraan bermotor diicabut dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (1), tenaga penguji kendaraan bermotor dan tidak memiliki hak, 
wewenang dan tanggung jawab sebagai penguji kendaraan bermotor. 
5. Tenaga penguji yang sertifikat kompetensi pengujinya dicabut karena 
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h, maka 
tenaga penguji tersebut selain harus mematuhi ketentuan sebagaimana 
dikmaksud pada ayat (2) dan (3) juga dikenakan sanski tambahan berupa: 
a. Tidak boleh ditugaskan lagi sebagai tenaga penguji pada lingkungan 
unit pelaksana, atau instansi Pembina dan pengawas pengujian 
kendaraan bermotor; 
b. Tidak boleh diusulkan kembali sebagai calon tenaga penguji 
kendaraan bermotor. 
 Untuk itu dari ketidakdisiplinan tenaga penguji dalam menjalankan 
tugasnya seperti yang tertera dalam pasal di atas maka Dinas Perhubungan terkait 
pengaturan mengenai pegawai semata-mata dilakukan untuk melaksanakan sikap 
displin kerja bagi pegawai dan agar pegawai tidak mempermalukan nama instansi 
tempat ia bekerja. Penegakan disiplin ini dilakukan berdasarkan peraturan 
Permenhub PBKB dimana terdapat sanksi tegas yang diberikan apabila penguji 
melakukan pengujian dengan tidak menerapkan prosedur yang telah tersedia. 
 Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam 
pengawasan kendaraan angkutan barang di Kota Medan yaitu kurangnya 
kesadaran pengusaha terhadap kendaraan angkutan barangnya yang terdiri dari 
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administrasi-administrasi, kelayakan terhadap kendaraan angkutan barang itu 
sendiri.45 
 Kebanyakan kendaraan angkutan barang hanya mengurus izin sekali saja 
di awal, ketika izin penyelenggaraan angkutan barang telah habis masa berlakunya 
pemilik kendaraan angkutan barang tidak kembali mengurus perpanjangan izin 
berkala. Uji berkala perpanjangan masa berlaku terdapat pada Pasal 46 
Permenhub No.133 Tahun 2015 yang berbunyi : 
1. Pemilik kendaraan bermotor wajib uji berkala harus mengajukan 
permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku 
kepada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai 
dengan domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala 
kendaraan bermotor. 
2. Permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pemohon harus membayar biaya uji sesuai 
ketentuan. 
3. Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala kendaraan 
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus 
melengkapi permohonan dengan persyaratan:  
a. mengisi formulir pendaftaran 
b. salinan / foto copy kartu identitas pemilik kendaraan; 
c. salinan / foto copy surat tanda nomor kendaraan; 
                                                             
 
45 Ibid 
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d. salinan / foto copy kartu uji; 
e. bukti pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor. 
4. Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 Dalam kehidupan sehari-hari para pengusaha kendaraan angkutan barang 
sering kali lalai dalam urusan perpanjangan izin berkala. Perpanjangan izin 
berkala kendaraan angkutan barang dimaksudkan agar pihak terkait dalam hal ini 
Dinas Perhubungan bisa melihat kelayakan kendaraan yang beroperasi masih 
layak untuk digunakan atau sudah tidak layak lagi. 
 Pengusahaa angkutan barang bukan hanya menjadi masalah dalam urusan 
angkutan barang ini. Pengemudi sebagai bagian terpenting dalam angkutan barang 
juga turut andil dalam permasalahan ini.  Kebanyakan pengemudi angkutan 
barang tidak tahu bahkan tidak mau tahu aturan hukum mengenai pengujian 
kendaraan bermotor sehingga mereka sebagai pengemudi berpendapat bahwa 
pengujian kendaraan bermotor menghabiskan biaya dan waktu yang cukup lama 
bahkan melakukan pengujian kendaraan merupakan hal yang sia-sia. 
 Hambatan eksternal ini memaksa Dinas Perhubungan agar lebih gencar 
dalam mengatasi hambatan yang menjadi momok bagi dinas perhubungan ittu 
sendiri. Dalam mengatasi hambatan ini dinas perhubungan melakukan upaya 
preventif dengan memberikan sosialisasi terhadap pengusaha dan pengemudi 
kendaraan bermotor berupa pemahaman aturan mengenai pengujian kendaraan 
bermotor. Sosialisasi dimaksudkan agar pengusaha dan pengemudi mengetahu 
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bahwa betapa pentingnya dilakukan pengujian kendaraan bermotor demi 
kepentingan bersama serta keselamatan pengemudi itu sendiri.  
 Apabila sosialisasi ini tidak memberikan perubahan yang signifikan 
terhadap kesadaran terhadap pengusaha maupun pengemudi untuk mengurusi 
pengujian kendaraan bermotor maka dinas perhubungan melakukan upaya represif 
terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan barang. Upaya represif dilakukan 
berupa sanksi hukum terhadap pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor. 
 Berdasarkan pasal 63 bagian Ketujuh Permenhub No. 133 Tahun 2015 
Tentang PBKB menyebutkan bahwa kendaraan angkutan barang yang tidak 
melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa uji berakhir, dihapus dari 
daftar kendaraan wajib uji berkala. Dalam pasal 64 juga menyebutkan bahwa 
penghapusan kendaraan wajib uji berkala dilakukan apabila telah diberikan surat 
peringatan secara tertulis. Peringatan secara tertulis dilakukan berupa: 
1. Peringatan Pertama 
2. Peringatan Kedua 
3. Peringatan Ketiga 
 Peringatan pertama yang dimaksud di atas diberikan selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan sejak masa berlaku uji berkala berakhir, selanjutnya peringatan 
kedua diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan peringatan 
pertama dan peringatan ketiga diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak 
diterbitkan peringatan kedua. 
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BAB IV 
Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Aturan mengenai angkutan barang terdapat dalam bagian ketiga pasal 
49 sampai dengan 56 UU No. 22 Tahun 2009, artinya bahwa aturan 
tersebut hanya mencakup 8 pasal saja. Aturan Itu saja tidak cukup 
untuk mencakup secara keseluruhan. Maka pemerintah menerbitkan 
Permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor. Secara hirarki aturan mengenai angkutan barang awalnya 
pada pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 kemudian UU No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan akhirnya 
terbit Permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan 
Bermotor. 
2. Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan juga melakukan 
suatu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota 
medan terhadap angkutan barang diatur lebih terperinci dalam peraturan 
menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang pengujian berkala kendaraan bermotor. Peran Dinas 
Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Kota 
Medan hanya sebatas pengujian layak jalan dan teknis kendaraan 
bermotor meliputi surat-surat, kelengkapan kendaraan angkutan barang 
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dan persyaratan lain yang membolehkan kendaraan tersebut beroperasi 
untuk tujuan mengangkut barang di wilayah kota Medan.   
3. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan 
Barang di Kota Medan yaitu kurangnya kesadaran pengusaha terhadap 
kendaraan angkutan barangnya yang terdiri dari administrasi-
administrasi, kelayakan terhadap kendaraan angkutan barang itu sendiri. 
Kemudian kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas 
Perhubungan itu sendiri terhadap kendaraan angkutan barang 
dikarenakan semakin banyak kendaraan angkutan barang yang 
beroperasi tapi pemilik kendaraan tidak memperpanjang surat izin 
berkala. 
 
B. Saran 
Adapun saran dari penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Medan agar membuat peraturan 
daerah (perda) khusus mengenai kendaraan angkutan barang di Kota 
Medan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik 
mengenai Kendaraan angkutan barang di Kota Medan. 
2. Dinas perhubungan diaharapkan mampu memberikan sikap yang tegas 
dan disiplin dalam pengawasan kendaraan angkutan barang untuk 
peningkatan pelayanan publik di Kota Medan. 
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3. Adanya sanksi yang lebih tegas terhadap para pemilik kendaraan 
angkutan barang yang masih tidak peduli dengan administrasi dan 
kelayakan kendaraannya. 
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